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ABSTRAK 

 

Selain dimaknai sebagai sumber ekonomi tanah juga merupakan sesuatu hal yang 

sakral dan mengandung nilai yang luruh bagi MHA, sehingga harus dijaga 

eksistensinya. Yang menjadi hak MHA tidak hanya sebatas tanah, namun juga 

yang berada diatasnya, dalam hal ini hutan. Di Sumatera Barat dijumpai 

berlakunya hukum adat dan hukum positif dalam mengakomodir terkait 

pemanfaatan hutan, khususnya di Nagari Saruaso. Adanya 2 (dua) klaim terhadap 

hutan pinus di Nagari Saruaso, menurut masyarakat secara hukum adat hutan 

tersebut milik mereka, namun secara legalitas hutan tersebut berada dibawah 

kewenangan pengelolaan KHPL Bukit Barisan. Dalam penelitian ini terdapat 3 

(tiga) rumusan masalah yaitu, Bagaimana status hukum dari hutan tempat 

masyarakat memungut getah pinus di Nagari Saruaso? Bagaimana mekanisme 

pemanfaatan hutan dalam pemungutan getah pinus tersebut di Nagari Saruaso? 

Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemungutan getah pinus oleh Badan Usaha 

Milik Nagari di Nagari Saruaso? Jenis pendekatan penelitian ini adalah 

pendekatan hukum yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah Status hukum 

dari hutan tempat masyarakat memungut getah pinus di Nagari Saruaso ialah 

berdasarkan klaim masyarakat merupakan hutan adat sebab tumbuh di atas tanah 

ulayat nagari yang dikuasai Nagari Saruaso. Sementara berdasarkan Naskah 

Perjanjian Kerja Sama oleh Bumnag Suravase hutan tersebut sebagai hutan 

produksi di bawah kewenangan KPHL Bukit Barisan. Mekanisme pemanfaatan 

hutan dalam pemungutan getah pinus tersebut di Nagari Sauraso ialah dengan 

mengadakan perjanjian kerja sama sesuai dengan arahan Permen LHK 49/2017, 

berdasarkan Naskah Perjanjian Kerjasama yang merupakan akta dibawah tangan. 

Pelaksanaan perjanjian kerja sama pemungutan getah pinus tersebut dilakukan 

berdasarkan Naskah Perjanjian Kerja Sama dan menghadapi beberapa kendala 

yakni rendahnya kepercayaan masyarakat kepada Bumnag Suravase, masyarakat 

yang memiliki ikatan dengan pengumpul getah/cukong, tidak ada pengukuhan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait klaim masyarakat terhadap 

hutan pinus di Nagari Saruaso tersebut. 
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